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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa ~dalam rangka memberikan perlindungan hukum
kepada masyarakat dan untuk mendapatkan kepastian
hukum serta perlakuan yang sama didepan hukum,
Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian bantuan hukum;
bahwa keberadaan masyarakat miskin dalam menghadapi
persoalan hukum perlu diberikan pelayanan bantuan hukum
secara cuma-cuma oleh lembaga Bantuan Hukum dan
Pemerintah Daerah berperan mengalokasikan anggaran guna
pemberian bantuan hukum;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011  tentang
Bantuan Hukum, perlu disusun Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢ di atas, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Bagi Masyarakat Miskin;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5248);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

S. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat
dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran
Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5421);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3
Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi
Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan
( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222 );

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10
Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara

Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan
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Hukum ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 816);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-
01.HN.03.03 Tahun 2015 tentang Besaran Biaya Bantuan
Hukum Litigasi dan Non Litigasi.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

k.
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai Unsur

Penyelenggara Pemerintahan daerah.
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11.

12.

13.

14.

15.
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Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito
Selatan.

Bantuan Hukum adalah jasa hukum vang diberikan oleh Pemberi Rantuan
Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang
memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Barito Selatan.
Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi
kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah
memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin /tidak
mampu atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau
keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.

Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.

Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui
jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

Non litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di
luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan
dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang
diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi
Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

m e oo TP

keadilan;

persamaan kedudukan di dalam hukum;
keterbukaarn,

efisiensi;

efektifitas; dan

akuntabilitas.
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Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk
mendapatkan akses keadilan;

b. mewujudkan hak konstitusional masyarakat sesuai dengan prinsip
persamaan kedudukan di dalam hukum:;

c. menjamin Kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara
merata;

d. mewujudkan peradilan yang efektif, efesien, dan dapat
dipertanggungjawabkan;

e. memfasilitasi pemberian bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
dan

f. mewujudkan tepat sasaran pemberian dana Bantuan Hukum yang berasal
dari APBD.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4
(1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang
menghadapi masalah hukum.
(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah
hukum keperdataan, pidana dan tata usaha negara yang terdiri dari:
a. litigasi;dan

b. non litigasi.

Pasal 5

Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin /tidak mampu yang tidak

dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Pasal 6
kum untuk membantu

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hu
kelompok orang

menyelesaikan perkara yang dihadapi orang atau

miskin/tidak mampu. 1
(2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan mengalokasikan dana Bantuan Hukum sesuai dengan kemampuan

keuangan Daerah.



Pasal 8

(1) Setiap orang atau kelompck orang miskin  yang  berdomisili
di Kabupaten Barito Selatan berhak menjadi Penerima Bantuan Hukum.

(2} Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waiib
dibuktikan dengan surat keterangan miskin/tidak mampu dari Lurah/Kepala
Desa yang disahkan oleh Camat atan dokumen sejenisnya

BAB IV
BANTUAN HUKUM LITIGASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

Peinberian Bantuan

4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat
penyidikan dan penuntutan;

b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemcriksaan di
persidangan; atau

c. pendampingan dan /atau menjalankan kuasa terhadap Pencru

Hukum di Peradilan.

Pasal 10
(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang
sehagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat

yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal jumiah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan

Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan
Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapatl meiekiut pa
mahasiswa fakultas hukum.

(3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegai, dosen, uaii
mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana

imalksud pada avat (1).
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(4) Mahasiswa fakultas hukum scbagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah
1 ih

Fasal 11
Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut intuk memberikan

bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Hak Dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa
fakultas hukum,;

b. melakukan pelavanan Bantuan Hukum;

c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program
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Kegiatan lain yang hitan dengan penvelenggaraan Bantuan Hukum;

d. menerima dana dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan
Hukum;

e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang
menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan

g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan

vialankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

a. menandatangani Surat Kuasa khusus;
b. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai

perkaranya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan

il tetan keecnali ada alasan vang sah secara hukum;
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undangan;

14 : .
d. melaporkan proses pemberian Rantuan Hulaym sesnai dengan tahapan

peradilan tmgka pertama, banding dan/atau kasasi kepada Bupati melalui
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e. melaporkan setiap penggunaan dana Bantuan Hukum yang digunakan untuk

Paragraf 2
Penerima Banluan Hukum
Penerima Bantuan Hukum berhale

P

mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai

danjatau perkaranya teiah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama

Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat

kuasanya;

b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum
dan/atau kode etik advokat; dan

c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan

pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

Pasal 15
Penerima Bantuan Hukuin wajib:
a. membuat dan menandatangani Surat Kuasa Khusus;
b. menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/atau alat bukii secara benar
kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan

c. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
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(1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara

tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan persvaratan sebagai

b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan

Hyilmvvm:
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dokumen sejenisnya.

(2) Dalam hal Pemohan Ranfuan Hukum vang tidak mampu menyvusun
permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon
dapat mengajukan permohonan secara lisan.

(3) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

dituangkan dalam bentuk tertuiis oien Pemberi Bantuan Hukum.

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam
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Bantuan Hukum.
| (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan,
Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan
secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan
lengkap.
(3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan

asa Ithiisns dari Penerima Rantuan Hukum,
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(4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum
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wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waxtu paling lama
3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
Bagian Keempat
Tata Cara Pemhavaran Dana Rantnan Huokum
Pasal 18
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(1} Dalam rangka penyeienggaraan Baniuan Hukum scbagaimana
dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah memberikan dana Bantuan Hukum
kepada Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan
secara tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Kepala

Bagian Hukum.
(3) Pengajuan permchonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada

e n

a. surat permohonan dan Penerima Bantuan Hukum;

b. foto copy surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum:



c. surat keterangan miskin/tidak mampu Penerima Bantuan Hukum dari
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d. foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagai lembaga
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e. kepengurusan lembaga Bantuan Hukum;

program Rantiian Hulaim:
ram Bantnian Huiagim:

g. foto copy identitas Penerima Bantuan Hukum,;

il. Uraiaii SIng

kat pokck perkara yang dimchonkan Penerima Bantuan
Hukum;
i surat pernyataan tidalr menerima dana Rantnian Hulam vang herasal

dari pihak lain; dan
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Pasal 19
(1) Bagian Hukum wajib memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat {3}, paling lama 5 {Lima) hari kerja setelah

menerima berkas permohonan dana Bantuan Hukum harus memberikan

jawaban menerima atau menoiak permohonan di sertai dengan alasaniya.

(2) Dalam hal permohonan dana Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan,

Kepala Bagian Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum menandatangani

perjanjian kerja.

(3) Dalam hal permohonan Dana Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan

Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah memperbaiki

kelengkapan permohonan.
Paeal 20

(1) Pembayaran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
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a. pembayaran bertahap sesuai dengan perkembangan penanganan
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b. pembayaran sekaligus setelah selesai perkara.
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a. tahap pertama sebesar 40 % (empat puluh per seratus); dan
h.tahan kedua sebesar 60% (enam nuluh per seratus).

Pembayaran dana Bantuan Hukum tahap pertama sebagaimana dimaksud

nads gvat 2) hurnaf o dilalreanalzan nw‘n saat penanganan pe kara di
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pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan setelah memiliki putusan pengadilan

J {.L.Ab AFrd farriaadia iia



s 11 =

S} Pembayaran sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurof b,

dilakukan pada saat perkara telah mendapatkan kekuatan hukum tetap atau
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BABV

BANTUAN HURUM RON LITIGASE
Pasal 21
(1) Pemberian Bantuan Hukuin secara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen dan
mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang
telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
(2) Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi meliputi kegiatan:
a. penyuluhan hukum;
b. konsultasi hukum;
¢ investigasi nerkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
d. penelitian hukum;
¢. mcdiasi;
f. negosiasi;
g. pemberdayaan masyarakar,
h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
i. drafting dokumen hukum.
Pasal 22
(1) Penyaluran dana Bantuan Hukum non litigasi dilakukan setelah Pemberi
Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu

paket dari kegiatan non litigasi dan menyampaikan laporan yang disertai
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(2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihitiing herdosarkan tarif ner naket kegiatan sesuai dengan standar biava
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pelaksanaan Bantuan Hukum non litigasi.
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Tata Cara Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi sesuai ketentuan Peraturan
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(1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
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{2) Dana Bantuan Hukum scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada
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alokasi anggaran Bagian Hukum,

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dana Bantuan Hukum ditetapkan
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BAB VII
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Pasal 25
(1) Setiap pemberian dana Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Daerah
dilakukah pengawasan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat berperkara;
b. verifikasi terhadap berkas proses beracara yang di laporkan Pemberi

Rantiian Hukum: dan/atau

c. klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum
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(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim

Pengawas yang ditetapkan dengan keputusan Bupali.

BAB VIII
LARANGAN
Pasal 26
(1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang;
o, menerima atan meminta nembavaran dari Penerima Bantuan Hukum

dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang

Aitnmonni Damheri Rantuian I—Tnkﬂm -dan
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b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.
12} Nalam hal Damheri Rantiian Huilaiim melnnqgar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif
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a. pembatalan diberikannya dana Bantuan Hukum; dan

L dilanarlzan  kepada Kementferian  vang menyelenggarakan urusan

B e l._—-‘l.t-r'\_r_x.\.‘_
di bidang Hukum dan HAM untuk diberikan sanksi sesuai dengan

cemim Dotz Damindano TrrmAanoan
I\LLLM.J.LLI.C\.sl Folciiidicaii & Ui sidlaiiiignm Lalihazsiimiisse



= 18-

BAB IX

EmwsmesaTy A WY ¥ A WRY ¥ A THRY

o a my
EREy A 205 A WJERAN Asindiv-Asindas

Pasal 27
D ticot  Dewibyrm - 5 1
Pemberi DPantuan Hukum  tidak dapat dituntut secara perdata maupun

pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung

jawabhnya vang dilalmlkan  dengan iletiltad  haik di  dalam maunun

di luar sidang pengadilan sesuai standar Bantuan Hukum berdasarkan
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KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 ( satu ) tahun terhitung sejak
laniggal diundaiigKkail.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Barito

Selatan.
Diundangkan di Buntok |
pada tanggal i @ uus 2017

Ff

it A ii3iV A NS

y TAAETATIART TYATRTDIATY ZADTIDATEN RARITO SEL ATAN TAHIIN 2017 NOMOR =

ErisivilFERANI RN AL tisingaia Enil

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN,
Sahnan sesjiat.dengan aslinya

i KABUPATE BARITO SELATAM
Rag jan Hukuz
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
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sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya untuk
melindungi dan menjamin hak asasi warga Negara khususnya bagl orang
atau kelompok orang miskin akan kebutuhan akses terhadap keadilan
(access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the
law) diberlakukanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum.

Rerdasarkan ketentuan Pasal 19 avat (2) Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan Bantuan Hukum
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tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menyusun kebijakan
pemberian dana Bantuan Hukum berupa Peraturan Dacrah scbagai dasar
untuk pengalokasian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Barito Selatan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah
terakreditasi dan berdomisili di Wilayah Kabupaten Barito Selatan.

Dalam Penyelenggaraan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin diantaranya mengatur mengenai
Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum, hak dan kewajiban, persyaratan

mamharinn Rantiian Hukum, nersvaratan nermohonan dana Bantuan
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Hukum, tata cara pembayaran dana Bantuan Hukum, larangan,
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PASAL DEMI PASAL
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Cukup jelas
h p e, U85 |
I asoi &

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah menempatkan hak

dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar,



Huruf b
Yang dimaksud dengan “ persamaan kedudukan di dalam
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perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban
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Huruf c
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akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara

5t i
langl
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i$THESAE, oliiarl, jujui, dan tdak memihak dalam uu..nudpcimdh

Jjaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

|

Hurui d
Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah memaksimalkan
pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber
anggaran yang ada.

Hurui e
Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah menentukan
pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf {

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan
Hukum  harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
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Yang dimaksud dengan “memenuhi halk dasar secara layak dan

mandiri” adalah meliputi hak atas pangan, sandang, layanan

131~ 1 mimarm Anes boema-1 o A= f o
kesehatan, lavanan pendidikan, peckerjaan dan berusaha, dan/atau

perumahan.

Cukup jelas.
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Ayat (1)
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Ayat (2)

Vans dimalrsud donean dolmimen seisnisnvz adalzah kartu
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jaminan kesehatan masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu

hebas miskin atan dolumen lain sebhagai pengoanti surat

keterangan miskin atau surat keterangan yang diketahui oleh
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Pasal 9

Cuilriin ielag
Cukupjelas.

Pasal 10
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Cukup jelas.
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Yang dimaksud dengan "mahasiswa fakultas hukum”
termasuk juga mahasiswa dari fakultas svariah. pergurnan
tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (4}
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Huruf a

Cukup jelas.

investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian
h‘[}k‘['lm TTIP('hQQ‘I nPD’nQ‘lQQ1 dan ﬂﬁmhprﬂ?vaoh moc}rorobaf

Huruf d

Hurufe
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Huruf f
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Huruf g

Tilin ielae
L nidp jelas.

Pasal 13

Chilnan iala
Culmip jelas.
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Pasal 14
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Pasal 15
Hurui a
Yang dimaksud dengan “membuat dan menandatangani surat
kuasa khusus” adalah penandatanganan Surat Kuasa sebagai
dasar dimulainya Perkara diserahkan ke Penerima Bantuan
Hukum, untuk Pembuatan Surat Kuasa Khusus apabila
Penerima Bantuan Hukum secara teknis tidak dapat membuat
maka pembuatan Surat Kuasa khusus oleh Pemberi Bantuan

Hulim dan untuk nenandatancanan Surat Kinasa Khusus

dapat dilakukan dengan menggunakan cap jempol.

Cukup jelas.
Huruti c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup ielas.
Pasal 17

Ciuilnin ielaa
Culmunp 1elas.

Pasal 18

Pasal 19

Tl ialac

Pasal 20

Ciilmin ielag
ukup jelas.

Pasal 21
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Pasal 22
Cukup ielas.

Pasal 23

M1lz111 ielac
_ukup jelas.
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Pasal 24

C1il1in ielas
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Pagal 25
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Pasal 26
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Pasal 27
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